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PROVINSI yAw
A TENGAH
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NOMOR 81 TAHUN 2019

TENTANG

E

& EE\IJMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
GGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUN G,

a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah

Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuanggn dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, dalam
hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah
negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepada yang
bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan
tunjangan transportasi;

. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menctapkan Peraturan Bupati tentang
Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Temanggung;

1950 tentang
Pembentukan Daerah-dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah;
r 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
1biik Indonesia Tahun 2003

Negara (Lembaran Negara Rep .
Republik  Indonesia Nomor

Nomor 47, Tambahan Negara

42806);
Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Negara (Lembaran Negara Republik

bendaharaan ‘
g omor 5, Tambahan Negara Republik

Indonesia T ahun 2004 N
Indonesia Nomor 4355);




4. Un 3
dang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Nt o coEekaa7 dan Tanggng jawsb Kovanga:
Nomor 66, Tampar ¢gara Republik Indonesia Ta}.mn 2004
4400); ’ ‘ an Negara Republik Indonesia Nomor
S. Undang-Undar,
Pembentukan I%erax)rzlr?rp . d Tathm -
Negara Repubiin Lo t.arun ang-Lndangan (Lemb_argn
Tambehan 1oy n oPes1a Ta.hun‘ 2011 Nomor 82,
embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); '
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
Per}qerinta_han Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali t¢rakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
" Republik Indonesia ahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
-Indonesia Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

2011 tentang

2014  tentang

Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197};
10‘.Pcraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nemor 18 Tahun

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
[Lembaran

dan Anggota DPRD Kabupaten Temangguug
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung

Nomor 86);
‘ 11 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun
; g Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Nomor 11,

2018 tentan
Daerah Kabup

Tambahan Lemb
Nomor 96);

aten Temanggung Tahun 2018

aran Daerah Kabupaten TemAanggung



. Tunjangan perumahan bagi Pi

lgfeer;i’t::;an re::)l‘n:‘i-[)uhtn Negeri Nomot 13 Tahun 2006

e arn Pengelolaan Keuangan Daerah
Sebagaimana telah Leberapa kali diubah terakhir dengan
}?eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentm?g Perubanan Kedua Awas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

13.Perat .
. raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
ente - 5
5 1‘“?8 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
elanja ; , AN
R e Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara
epublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

MEMUTUSKAN:

Menet )

ctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN
TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

TEMANGGUNG.
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutuya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

'Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung,
5. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan untuk Phinpinan dan
Anggota DPRD dalam hal daerah belum menyediakan  rumah jabatan
- Pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD.
6. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang
DPRD Kabupaten Temanggung yang tidak mendapatkan kendaraan dinas
disediakan oleh Pemerintah Kabupnaten Temangg

@

{iberikan kepada anggota

ung.

yang

BAB 1]
TUNJANG(\N PERUMAHAN
Pasal 2

mpinan dan angpota DPRD diberikan  dengan

. ‘ j ¢ ) aian l%‘h‘l()“l\h as.
a pdt‘.l lrl, 1\ < < 8 {




enetap
an be
er ara j
etdasarkan hasiln qu JANEAN perumahan g pi
erthioe ajian yang 4 * Y8g1 Pimpinan dan anggota DPR
Peraturan perund g dilakukan olep Pihak Keti e .
| ang-undangay 2 etiga sesuai dengan
yang berlaku
Besarg;
an tup Pasal 4
berikuy. Jangan Perumahan p;j
_“_;_'___ Mpinan dan Anggota DPRD ditetapkan seb
» ebagai
No B
: Jabatan s K
e ] 5 umlal; (Rp) L e l
S e l Satuan |
. a DPRD 13.600.000,00 ; Per Bulan i
| \—__-__ s > ¢ i
nggota DPRD | |
| 9.000.000,00 ;I Per Bulan
BAB 111
TUNJANGAN TRANSPORTASI
Pasal 5

Tunjangan tr - ‘

; ansportasi diberik

ke an kepada a » .
elancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRrInggOt 2 DPRD dengan. tujmen Bsk

Passl 6

Pemeri i i
_Satu) rintah Daerah memberikan tunjangan transportasi kepada 41 (empat puluh
orang anggota DPRD Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024. ‘

Pasal 7

Pe?etapar'l besaran tunjangan transportasi bagi anggota DPRD berdasarkan hasil
- kajian yang dilakukan oleh Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
| Pasal 8

Tunjangan transportasi bagi anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan

dibayarkan setiap bulan.
_ Pasal 9
asi bagi anggota DPRD Kabupaten Temanggunyg sebagaimana

Tunjangan transport
| 8 sebesar Rp.8.600.000,00 (delapan juta esnam ratus ribu

dimaksud pada Pasa
rupiah) per bulan.

BAB IV
PAJAK

Pasal 10

RD penerima tunjangan nerumahan dan

ak sesuai peraturan perundang-unaangan

epada  Pimpi ,
B tasi dikenakan paj

tunjangan transpor




BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11 )
Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peratura? Eufaif
Tfﬁmanggung Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tunjangan Pcruy,nah;mym%l
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dzerah Kabupatct ’1’emanggulr1£§
(Berita Dacrah Kabupaten Temanggung Tanun 2017 Nomor 88) dan Peraturan
‘Bupati Temanggung Nomor 93 Tahun 2017 tentang Besaran 'funjanf%aﬂ
~ Transportasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrab Kabupateon
Temangg‘dng {Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 93)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada  saat

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintankan Pzngundangan Peraturan
- Bupati ini dengan penempatannya dalamn Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 16 Desember 2019
BUPATI TEMANGCUNG,
ttcl.

M. AL KHADZIOQ
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P;. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd.

BUDI SANTOSO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 NOMOR 81
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